PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAY APURA

NOMOR 4 TAHUN 2005
TENTANG

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang :

Menginget :

KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2004

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA,

bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2004, perlu
dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
bahwa hasil Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Proping
Otonom Propins Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di
Propins Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969
Nomor 47,

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pgak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 1985 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 3312)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994
(Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3569);

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pgak Daerah dan
Retribus Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor
3685) sebagaimana tdah di ubah dengan Undang-undang Nomor 34
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor
3688);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penydengaraan Negara
yang Bersh dan Bebas dari Korups, kolus dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan
Nasiond (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2000 Nomor 206,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi
Proving Papua (Lembaran Negara Republik 1ndonesia Tahun 2001 Nomor
135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 3151);
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 4286);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan
MPR, DPR dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun
2003 Nomor 92; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4310);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik |ndonesia Nomor 4437);
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2000 Nomor 4021),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun
2001 Nomr 157, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun
2001 Nomor 4165);

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolahan dan
Pertangungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4022);

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2000 Nomor 204,
Tambahan Lembaran Negara Republik |ndonesia Nomor 4024);

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pertanggungjawaban Kepda Daegrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4027);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakll Kepda Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Dewan Perwekilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4029);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Atas Penydenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
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Republik Indonesia Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pgak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2001 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik |ndonesia Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribus Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2001 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Republik |ndonesia Nomor 4139);
Keputusan Menteri Daam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang
Pedoman, Pengurusan, Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan
Daerah sarta Tata Cara Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan
Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kewenangan Pemerintah
Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2001
Nomor 12);

Peraturan Dagrah Kabupaten Jayapura Nomor 3 Tahun 2002 tentang
Rencana Strategis Pembangunan Kabupaten Jayapura Tahun 2002-2006
(Lembaran Daerah Kabupaten Jayagpura Tahun 2002 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 18 Tahun 2003 tentang
Pokok-pokok Pengdolaan Keuangan Dagrah (Lembaran Daerah
Kabupaten Jayapura Tahun 2003 Nomor 28);

Peraturan Dagrah Kabupaten Jayapura Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Anggaran Pendgpatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Jaygpura Tahun
Anggaran 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2004
Nomor 6);

Peraturan Dagrah Kabupaten Jayapura Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura
Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Jaygpura Tahun
2004 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

Menetapkan :

dan
BUPATI JAY APURA

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TENTANG
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2004.
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